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BAB II 

SYIRKAH DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Syirkah 

Syirkah memiliki arti الإختلاط  al-ikhtilath (percampuran). Para ahli fiqih 

mendefinisikan syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam 

modal dan keuntungan.
1
 Secara bahasa (lughatan), kerja sama (al-syirkah) adalah 

al-ikhtilath percampuran antara sesuatu dengan lain sehingga sulit dibedakan. 

Menurut istilah, kerja sama (syirkah) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih 

dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan 

perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian 

keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.
2
 

Pengertian syirkah menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dan 

berikut definisi syirkah menurut para ulama fiqih di antaranya: 

a. Ulama Malikiyah 

فِ لهَُمَا مَعاً أنَْفسُُهُمَا أيَْ أنَ يَاذْنََ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فىِ  هِيَ اذِنَْ فِى التَّصَرُّ

فِ لِكُل ٍ مِنْهُمَا ِ التَّصَرُّ فَ فِى مَالٍ لهَُمَا مَعَ إِبْقَاءِحَق   أنَْ يتَصََرُّ

Artinya: “Syirkah adalah perkongsian yang didalamnya terdapat izin untuk 

mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara 

bersama-sama oleh keduanya, yaitu keduanya saling mengizinkan 
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kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik 

keduanya, tetapi masing-masing memiliki hak untu bert-tasharruf.”
3
 

 

b. Ulama Hanabilah 

فٍ  جْتمَِاعُ فِى اسْتحِْقَا قٍ أوَْ تصََرُّ  الَْإِ

Artinya: “Syirkah dimaknakan dengan perhimpunan kewenangan atau 

pengolahan harta.”
4
 

 

c. Ulama Syafi’iyah 

ِ فِى شَيْ  لِاثنْيَْنِ فَأكَْثرََ عَلى جِهًةِ الشُيوُْعِ ءٍ ثبُوُْتُ الْحَق   

Artinya: “Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih 

dengan cara yang masyhur.”
5
 

 

d. Ulama Hanafiyah 

بْحِ  عِبَارَة   عَنْ عَقْدٍ بيَْنَ المُشْترَِكَيْنِ فِى رَأسِْ الْمَالِ وَالر ِ  

Artinya: “Ungkapan adanya transaksi atau akad antara dua orang yang 

bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”
6
 

 

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut ulama Hanafiyah, 

syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan 

keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan 

definisi-definisi lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat syirkah, yaitu sebuah 

transaksi.
7
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Lukman Hakim dalam buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam mengatakan 

bahwa syirkah menggunakan konsep akad musyarakah yakni akad kerja sama 

(percampuran) antara dua pihak/lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang 

halal dan produktif dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Konsep 

ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan 

istilah profit and loss sharing (PSL) di lembaga keuangan syariah.
8
 

Definisi secara istilah telah penulis paparkan dengan jelas di atas menurut 

pandang para ulama fiqih dan terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan 

fuqaha mengenai pengertian syirkah. Jika dilihat secara seksama para ulama 

kebanyakan memberikan pengertian syirkah lebih menunjukkan kepada tujuan, 

pengaruh dan hasil perkongsian. Kecuali pendapat ulama Hanafiyah yang 

menyebutkan syirkah termasuk transaksi (akad) yang hal ini merupakan hakikat 

perkongsian.  

Penulis sepakat dengan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Wahbah Az-

Zuhaili yang keduanya menyepakati syirkah sebagai suatu transaksi atau akad dan 

merupakan kerja sama atau perkongsian dalam harta dan keuntungan. Jadi, di 

dalamnya bukanlah semata-mata kerja sama tetapi adanya akad atau transaksi dari 

beberapa pihak. 
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B. Rukun dan Syarat Syirkah 

Ismail Nawawi dalam buku Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer 

merumuskan rukun syirkah terdiri dari tiga yaitu: 

a. Ucapan (Sighah) penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) 

b. Pihak yang berkontrak. 

c. Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.
9
 

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun syirkah. Ulama Hanafiyah 

menyatakan bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Adapun yang lain 

seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad, sebagaimana 

dalam rukun jual beli.
10

 

Sayyid Sabiq menyatakan rukun syirkah pada syirkah ‘uqud adalah ijab 

dan qabul. Salah satu pihak berkata, “Aku bersekutu/ berkongsi denganmu dalam 

urusan ini atau itu.” Dan yang lain berkata, “Aku terima.”
11

 

Adapun syarat-syarat syirkah menurut ulama Syafi’iyyah yaitu memiliki 

lima syarat adalah sebagai berikut: 

a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar. 

b. Modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan 

macamnya. 

c. Menggabungkan kedua harta  yang dijadikan modal. 
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d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan 

harta tersebut. 

e. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.
12

 

Syarat-syarat syirkah secara umum dalam syirkah ‘uqud yang dibentuk 

melalui perjanjian atau kontrak yang jelas, menurut Rahmat Syafe’I (2004: 194-

195) syarat- syaratnya adalah: 

a. Setiap pihak yang berserikat dapat mewakili dan memiliki wewenang 

untuk mengelola modal perserikatan ketika membeli, menjual, bekerja dan 

lain-lain. Dengan demikian, masing-masing menjadi wakil untuk dirinya. 

b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. 

c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah, sehinga besar kecilnya modal 

yang diberikan oleh setiap pihak akan mendapatkan laba yang sama dinilai 

dari keuntungan yang diperoleh. 

d. Modal dalam syirkah harus ada dan jelas hitungannya. 

e. Modalnya harus berharga secara mutlak.
13

 

Madzhab Syafi’i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oeh 

masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari 

masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus 

membiayai bahan baku dan yang lainnya hanya membiayai perlengkapan kantor. 

Tetapi, madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam 
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bentuk tunai sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran 

dana.
14

 

Singkatnya syarat-syarat syirkah yang berlaku bagi semua jenis syirkah 

ialah terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama 

Hanafiyah yaitu: 

a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima 

sebagai perwakilan (wakalah). 

b. Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui 

semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain.
15

 

C. Macam-Macam Syirkah 
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Secara garis besar, syirkah terbagi ke dalam dua kategori besar yaitu 

syirkah Amlak dan syirkah Uqud.  

a. Syirkah Amlak/Perserikatan dalam pemilikan yaitu dua orang atau lebih yang 

memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad syirkah.
16

 

Syirkah Amlak ini dibagi dua macam yaitu: 

1) Syirkah ikhtiyar (suka rela) adalah syirkah yang lahir atas kehendak dua 

pihak yang bersekutu. Contohnya adalah dua orang yang mengadakan 

kongsi untuk membeli suatu barang atau dua orang mendapatkan hibah 

atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi 

sekutu dalam hak milik.
17

 

2) Syirkah jabar (paksa) adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua 

orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara 

paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh, menerima 

warisan dari orang yang meninggal.
18

 

b. Syirkah Uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung 

dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.
19

  

 Syirkah Uqud dibagi menjadi lima macam yaitu: 

1) Syirkah ‘Inan adalah kontrak setiap pihak memberikan suatu porsi dari 

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi 
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dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara 

mereka.
20

  

2) Syirkah mufawadhah adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk 

melakukan kerja sama dalam suatu hunian.
21

 Setiap pihak membagi 

keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat utama dari jenis syirkah ini 

adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban 

utang dibagi oleh masing-masing pihak.
22

 

3) Syirkah Wujuh adalah persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal. 

Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu 

menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan (nama baik) 

yang mereka miliki dalam masyarakat.
23

 Misalnya, seorang insinyur 

ternama menjadi konsultan proyek pembangunan jalan tol. Ia tidak digaji 

dan tidak pula mnyertakan modal.
24

 

4) Syirkah Abdan adalah patungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

atas apa yang mereka hasilkan dengan badan mereka. Dinamakan 

demikian karena mereka yang patungan menggunakan badan mereka 

untuk bekerja mencari penghasilan dan berbagi dalam penghasilan yang 
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didapat.
25

 Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan publik. 

Secara bersama, mereka meminjam uang dari bank.
26

 

5) Syirkah Mudharabah adalah kontrak kerja sama antara pemilik modal dan 

seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam 

perdagangan tertentu, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, 

sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.
27

 

Menurut ulama Hanabilah , syirkah ‘uqud ada lima macam, yaitu syirkah 

‘inan, syirkah mufawadhah, syirkah abdan, syirkah wujuh dan mudharabah. 

Sementara ulama Hanafiyah, syirkah ‘uqud dibagi menjadi enam, yaitu syirkah 

amwal, syirkah a’mal dan syirkah wujuh. Dan masing-masing dari syirkah ini 

dibagi menjadi dua, yaitu syirkah mufawadhah dan syirkah ‘inan.
28

 

Terlihat ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pembagian 

macam syirkah menjadi lima macam. Secara umum, menurut ulama fiqih 

termasuk para ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, syirkah dibagi menjadi empat 

macam yaitu syirkah ‘inan, syirkah mufawadhah, syirkah abdan dan syirkah 

wujuh. Tapi para ulama sepakat bahwa syirkah ‘inan boleh dilakukan. Sedangkan 

ketiga jenis syirkah yang lain maka mereka berbeda pendapat mengenai 

hukumnya.
29
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Pembagian macam syirkah mempengaruhi implikasi hukum oleh para 

ulama dalam penentuan keabsahannya. Kalangan madzhab Hanafi membolehkan 

semua bentuk syirkah selama syarat-syaratnya bisa dipenuhi. Kalangan madzhab 

Maliki membolehkan semua bentuk syirkah selain syirkah al-wujuh. Kalangan 

madzhab Asy-Syafi’i membatalkan dan tidak membolehkan semuanya selain 

syirkah al-‘inan. Adapun kalangan madzhab Hambali membolehkan semuanya 

selain syirkah al-mufawadhah.
30

 

Uraian di atas menunjukkan pembagian macam syirkah di kalangan 

fuqaha telah jelas dan sangat mendalam terhadap penentuan hukum syirkah 

menurut ijtihadnya masing-masing. Namun memang terdapat perbedaan dalam 

menentukan pensyari’atan hukum macam-macam syirkah dan jumhur ulama 

sepakat hanya satu macam yang dibolehkan yakni syirkah ‘inan sedangkan dalam 

penentuan macam syirkah selain itu terdapat perselisihan di dalamnya. 

D. Dasar Hukum Syirkah 

Syirkah merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan dimana hal itu 

termasuk transaksi yang dibolehkan oleh hukum syara’. Legalitas hukumnya telah 

dijelaskan dari sumbernya yakni dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ sebab 

syirkah dapat membawa kemaslahatan antara pihak yang berakad. 
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Adapun dasar hukum syirkah terdapat beberapa dalil yang menjadikan 

rujukan para ulama adalah sebagai berikut: 

                                 

                                     

            

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berpatungan itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui 

bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”
31

(QS. Shaad ayat 24) 

 

Maksud dari kata ‘orang yang berpatungan’ ialah mereka yang 

bersyarikah. Sedangkan ‘berlaku melampaui batas satu sama lain’ maknanya 

berlaku zhalim satu sama lain. Sehingga ayat ini menunjukkan bolehnya 

bersyarikah. Yang tidak boleh ialah berlaku zhalim atas sesama rekan patungan.
32

 

Ayat di atas menjelaskan syirkah secara implisit bahwa orang yang 

berserikat atau berpatungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan 

Allah terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana 

hal ini menunjukkan perkongsian atau syirkah terjadi atas dasar akad (transaksi). 
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 Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 12 Allah terangkan tentang dasar 

hukum syirkah yang berbunyi: 

                                    

                                 

                                

                              

                                        

          

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 

isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu 

itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta 

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu 

mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, 

baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi 

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi 

jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka 

bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang 

dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi 

mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu 

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Penyantun.”
33

(QS. An-Nisa’: 12) 

 

Ayat di atas disebutkan “tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 

seorang. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”, maksud penggalan 

ayat surah An-Nisa ayat 12 tersebut menunjukkan perserikatan dalam kepemilikan 
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harta dimana perkongsian yang terjadi secara otomatis disebabkan karena waris. 

Hal tersebut berkenaan dengan jenis syirkah jabar dimana persekutuan terjadi 

tanpa ada kehendak dari manusia tapi memang sudah ketentuan Allah dalam 

pembagian hak waris. Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah 

yang berbunyi: 

لِثُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ أنََا ثاَ: عَنْ ابَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ 

حَهُ )الشَّرِكَيْنِ مَالَمْ يخَُنْ أحََدهُُمَا صَاحِبَهُ فَاِذاَ خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنهِِمَا  رَوَاهُ أبَوُْدوَُدَ وَصَحَّ

(الحَاكِمُ 
34

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah 

berfirman (dalam hadis Qudsi), ‘Aku menjadi yang ketiga 

(memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama 

salah satu darii mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada 

yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu.” (HR. Abu Dawud 

dan dinilai sahih oleh Hakim).
35

 

 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa hukumnya sunnah berpartisipasi dan 

menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah akan memberikan 

keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka 

jujur dan ikhlas dan adanya larangan berkhianat antar mitra karena hal itu pangkal 

kemurkaan Allah. Hadist tersebut mensyari’atkan dan dianjurkannya syirkah yang 

bersih dari sikap khianat. Sebab syirkah merupakan bentuk tolong-menolong.
36
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ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلمََ قَبْلَ البعِْثةَِ فجََاءَ عَنْ السَّا ئبِِ بْنِ  ِ أنََّهُ كَانَ شَرِيْكَ النَّبِي  يزَِيْدَ المَخْزُوْمِي 

(وُدَ وَابْنُ مَا جَةَ اَ رَوَاهُ أحَْمَدُ وَأبَوُْد)كِيْ يْ يوَْمَ الفتَحِْ فَقَالَ مَرْحَباً بِأخَِيْ وَشَرِ 
37

 

Artinya: “Dari Al-Saib Al-Mahzumy r.a. bahwa ia dahulu adalah mitra Nabi Saw. 

sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ketika ia datang pada hari 

penaklukan Kota Makkah (Fath Makkah 8 H), beliau bersabda, 

”Selamat datang wahai saudaraku dan mitraku.” (HR. Ahmad, Abu 

Dawud dan Ibnu Majah).
38

 

 

Hadist di atas menunjukkan bahwa syirkah atau perseroan sudah ada sejak 

sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasul. Menurut Ibnu Abdil Bar, As-Saib 

bin Ubai As-Saib termasuk orang yang baru memeluk Islam dan baik 

keislamannya serta dia termasuk orang yang dimakmurkan. Ia hidup di zaman 

Mu’awiyah. Pada masa awal keislamannya dia menjadi mitra bisnis Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.
39

 

وَسَعْد   وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعوُْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اشِْترََكْتُ  ار  ا نصُِيْبُ يوَْمَ بدَْرٍ مَ فِيْ أنَاَ وَعَمَّ

(رَوَاهُ النَّسَائيَُّ وَغَيْرُهُ )الحَدِيْثَ 
40

 

Artinya: “Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata, “Aku, Ammar dan Sa’d berkongsi 

(bersyarikat) dengan harta rampasan yang kami peroleh dari Perang 

Badar”. (HR. An-Nasa’i).
41

 

 

Hadist ini berkaitan dengan salah satu jenis syirkah yaitu syirkah abdan 

bahwa kedua mitra sama-sama menanamkan modal dan mengerjakan usaha. Dan 
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apa yang mereka hasilkan dibagi secara merata di antara mereka. Inilah jenis 

syirkah yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas’ud bersama Ammar dan Sa’ad. 

Mereka membagi rata hasil ghanimah Perang Badar yang mereka gabungkan.
42

 

Penulis telah paparkan dasar hukum syirkah berdasarkan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan syirkah 

sudah lama sebelum kedatangan Islam dan kegiatan dalam syirkah membawa 

kemaslahatan dan mengandung unsur tolong-menolong. Hal tersebut 

berkontribusi dalam pengembangan perekonomian umat dan dapat meningkatkan 

produktifitas  secara finansial.  

Ibnu Qudamah menjelaskan salah satu contoh dari macam syirkah yaitu 

syirkah mudharabah adalah syirkah dengan harta dari dua pihak dan tenaga dari 

salah seorang mitra, seperti masing-masing mitra mengeluarkan uang seribu dan 

salah seorang mitra mengizinkan kawannya untuk mengelola harta tersebut, maka 

seberapa pun keuntungan yang mereka syaratkan bagi pengelola asalkan lebih dari 

separoh maka hukumnya boleh, karena ia juga berlaku sebagai mudharib terhadap 

temannya dengan mengeluarkan uang sebesar seribu sebagai modal dan pengelola 

mudharabah itu memperoleh keuntungan yang disepakati keduanya tanpa ada 

perbedaan pendapat.
43

 

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan syirkah mudharabah adalah akad yang 

di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) 

untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan 
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apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan 

pemilik modal saja.
44

  

Al-‘Allaamah Ibnul Qayyim mengatakan bahwa seorang mudhaarib 

bertindak sebagai pemegang amanah, buruh, wakil sekaligus patner. Dia selaku 

pemegang amanah ketika menerina modal, lalu wakil saat menggunakannya, 

kemudian buruh saat menerjuni usaha yang digelutinya dan patner ketika 

mendapatkan keuntungan dari usaha itu. Agar mudharabah sah, syaratnya bagian 

pengelola harus ditetukan. Karena dia baru berhak mendapat bagiannya bila 

disyaratkan sebelumnya.
45

Berikut beberapa dalil pendukung syariat tentang 

syirkah mudharabah: 

                 ….. 

Artinya: “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.”
46

 

(QS. AL-Muzzammil ayat 20) 

 

                                       

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” 
47

(QS. Al-Jumu’ah ayat 10) 
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Ayat-ayat di atas secara umum menerangkan di dalamnya pekerjaan 

dengan memberikan modal. Adapun dalil sunnah yang berkaitan syirkah 

mudharabah adalah hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. yang berbunyi: 

رَوَاهُ ) .البيَْعُ الَِى اجََلٍ وَالمُقَارَضَةُ وَ خَلْطُ الْبرُ ِ بِا لشَّعِيْرِ لِلْبيَْتِ وَلَا لِلْبيَْعِ : البرََكَةُ  ثلََا ث  فِيْهِنَّ 

(ابْنُ مَاجَهُ عَنْ صَحؤيْبٍ   

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang 

ditangguhkan, melakukan qiradh (member modal kepada orang lain) 

dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk 

diperjualbelikan.”
48

 

 

Hadits di atas menyebutkan istilah qiradh dan menurut Wahbah Az-

Zuhaili, istilah tersebut tidak ditemukan dalam dalil Al-Qur’an dan sunnah sama 

sekali. Akan tetapi, ada dalil ijma yang shahih dan diyakini bahwa pada masa 

Rasulullah terdapat masalah qiradh, kemudian Rasulullah mengetahuinya dan 

menetapkannya.
49

 Lalu hadits lain disebutkan dalam riwayat Daruquthni dari 

Hakim bin Hizam berbunyi: 

إذِاَ أعَْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً انَْ لَا تجَْعلََ مَالِى فِى  جُلِ رَّ العَنْ حَكِيْمِ بْنُ حِزَامٍ انََّهُ كَانَ يشَْترَِطُ عَلَى 

نْتَ فَاِنْ فعَلَْتَ شَيْأً مِنء ذلَِكَ فَقدَْ ضَمَ  ,كَبدٍِ رَطْبَةٍ وَلَا تحَْمِلهُُ بحَْر  ولَاتنَْزِلُ بِهِ فِى بطَْنِ مَسِيْلٍ 

(رَوَاهُ الدَّارُقطُْنِي وَرِجَالهُُ ثِقات  . )مَاليْ   

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam bahwa ia mensyaratkan bagi seseorang apabila 

ia diberi modal sebagai qiradh, jangan engkau gunakan modalku pada 

barang berjiwa, jangan engkau bawa dia ke laut, jangan engkau bawa 

dia ke tengah perjalanan air bah. Jika engkau salah satu darinya, 

engkau tanggung (kerugian) modalku.”
50
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E. Berakhirnya Akad Syirkah 

Secara umum, berakhirnya syirkah karena beberapa hal sebagai berikut: 

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lain. 

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta. 

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika angota syirkah lebih dari 

dua, yang batal hanya yang meninggal dunia. 

d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan. 

e. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi 

saham syirkah.
51

 

Wahbah Az-Zuhaili menambahkan sebab-sebab khusus yang dapat 

membatalkan atau berakhirnya syirkah yakni ada dua adalah sebagai berikut: 

a. Rusaknya modal syirkah secara keseluruhan atau modal salah satu syarik 

sebelum dibelanjakan dalam syirkah amwal, baik kedua modal berbeda 

sejenis maupun sejenis sebelum digabungkan. 

b. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam syirkah 

mufawadhah setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut  pada 

awal akad.
52
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